
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tenta.ng 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar daiam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1945 tetang Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tetang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

bahwa daiam rangka melaksanakan ketentuan 
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekaiongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pekaiongan Nornor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
perlu untuk menetapkan Peraturan Waiikota 
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek 
Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILA! JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI 
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 88 TAHUN 2019 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

Pasal l 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASJ DAN 
PENETAPAN NlLAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI 
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Menetapkan : 

Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 
Nomor 3); 



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota 
Pekalongan. 

6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. 
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ 
atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau rnemiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan 
dikenakan kewajiban membayar pajak. 

9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

10. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual 
Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi 
dan NJOP Bangunan. 

11. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat 
mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah. 

12. Penilaian lndividu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua 
karakteristik dari setiap objek pajak. 

13. Penilaian massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada 
saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu 
prosedur standar yang dalam ha! ini disebut Computer Assisted 
Valuation (CAV). 

14. Computer Assisted Valuation (CAV) adalah proses penilaian dengan 
bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

15. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona 
geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai 
suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas 
penguasaan/pem.ilikan objek pajak dalam satu wilayah administrast 
Kelurahan. 

16. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat 
dengan DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan 
perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang 



Pasal 4 

(1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat 
dilakukan dengan: 
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 
b. nilai perolehan baru; 
c. nilaijual pengganti; atau 
d. ZNT. 

(2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a merupakan suatu 
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan 
cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang 
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 
jualnya. 

(3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat ()) 
huruf b merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 
suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh objek 'tersebut pada saat penilaian 
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi 

BAB III 
PENETAPAN NJOP SEBAGAJ DASAR PENGENAAN PAJAK 

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 
berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. 

(2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(3) Dalam ha) nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi 
Klasiflkasi NJOP Bumi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), maka 
nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. 

(4) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(5) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi 
Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4], 
maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP 
Bangunan. 

Pasal 3 

Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. 

Pasal 2 

BAB II 
KLASIFIKASI NJOP 

terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen 
material bangunan dari/atau biaya komponen fasilitas bangunan. 



(4) 

(3) 

(2) 

Walikota menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 
secara berkala. 
Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam Keputusan Walikota. 
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
NJOP Bumi dan DBKB. 
NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu ZNT. 

(5) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai 
dasar perhitungan nilai bangunan. 

(6) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan 
sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan. 

(1) 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan penilaian objek PBB P2 dila.ksanakan dengan 2 (dua) 
cara yaitu: 
a. Penilaian massal, dalam sistem ini NJOP dihitung berdasarkan 

Nilai lndikasi rata-rata yang terdapat pada ZNT sedangkan 
NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB. 

b. Penilaian individu, sistem ini diterapkan untuk objek Pajak 
umum yang bemilai tinggi tertentu, baik objek pajak khusus 
atau objek pajak umum yang telah dilakukan penilaian dengan 
CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang 
sebenenarnya karena keterbatasan aplikasi program, proses 
penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh 
karakteristik dari objek pajak tersebut 

(2) BKD dapat melakukan kegiatan penilaian massal, penilaian 
individu dan kerjasama dengan Kantor Pertanahan atau pihak 
lainnya dengan tujuan pengembangan dan penyempurnaan basis 
data PBB P2 dan penentuan besamya NJOP. 

Pasal 5 

fisik objek tersebut. 

(4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu 
objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 

(SJ ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak 
berdasarkan basil survey lapangan yang dilakukan oleh Kantor 
Wilayah Pertanahan Jawa Tengah atau Kantor Pertanahan. 



' 

M. SAELANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 31 Desember 2019 

=r..ru,v. NGAN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kota Pekalongan. 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Walikota ini rnulai berlaku, Peraturan Walikota 
Pekalongan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penentuan 
Besarnya Nilai Jua1 Objek Pajak (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2012 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

BAB HI 
KETENTUAN PENUTUP 


